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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Secara substansial, UU No. 6 Tahun 2014 tersebut sejalan dengan UU No. 32 

Tahun 2004 yang memposisikan desa menjadi terdesentralisasi dan memiliki hak 

otonom berdasarkan asasl-usul dan adat istiadat untuk mengatur rumah tangga nya 

sendiri, dan bertanggung jawab terhadap Bupati atau Walikota. Undang-Undang ini 

dinilai berhasil menggabungkan fungsi self-governing community1 dengan local self 

government.2 

Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Hal ini termaktub 

jelas di dalam Pasal 1 Ayat 1 UUD NRI 1945. Sebagai manifestasi negara kesatuan 

yang berbentuk republik, Pasal 18 Ayat 1 UUD NRI 1945 menyatakan bahwa 

“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dari daerah 

provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan 

kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”. Hal 

ini juga dipertegas oleh Prof. Jimly Asshidqie melalui bukunya yang berjudul Pokok-

Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi. Menurut Jimly, berdasarkan 

Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 Negara Republik Indonesia adalah suatu  negara yang 

memiliki bentuk negara kesatuan (unitary state, eenheidstaat) dimana kekuasaan 

                                                           
1 Desa merupakan organisasi komunitas lokal yang memiliki batas-batas wilayah, dihuni 

oleh penduduk, dan mempunyai adat istiadat untuk mengelola dirinya sendiri (Ni’matul Huda, 

Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Reformasi, 

Malang: Setara Press, 2015, hlm. 33) 
2 Ibid., hlm. vii 
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negara terbagi antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Kekuasaan asli 

terdapat di tingkat pusat, sedangkan kekuasaan daerah mendapat kekuasaan dari pusat 

yang diberikan secara tegas melalui penyerahan sebagian kekuasaan.3 

Berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pasca perubahan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengaturan 

mengenai desa tidak ditemukan rumusannya secara jelas dalam UUD NRI Tahun 

1945, hal yang diatur adalah tentang kesatuan masyarakat adat beserta hak-hak 

tradisionalnya saja, sebagaimana tertulis dalam Pasal 18B Ayat 2 UUD NRI 1945. 

Disamping itu, penjelasan umum yang ada dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 

2014 justru menyatakan bahwa pengaturan Desa atau disebut dengan nama lain dari 

segi pemerintahannya mengacu pada ketentuan Pasal 18 Ayat 7 UUD NRI 1945 yang 

menyatakan bahwa “Susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

diatur di dalam undang-undang”. Artinya, dalam hal sistem pemerintahan Indonesia, 

desa dimasukkan ke dalam bagian penyelenggaraan pemerintahan daerah.4 Oleh 

karena itu, dalam setiap daerah kabupaten atau kota terdapat satuan pemerintahan 

terendah yang dikenal dengan sebutan desa atau kelurahan.5 

                                                           
3 Jimly Ashiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, 

Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007, hlm. 282 
4 Moch Solekhan, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi 

Masyarakat, Setara Press, Malang, 2014, hal 210 
5 Hanif Nurcholis, Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Jakarta: 

Erlangga 2011, hlm. 1 
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Menurut Mashuri Maschab,6 apabila membicarakan desa, maka sekurang-

kurangnya akan melahirkan tiga pengertian tentang desa, yaitu sebagai berikut: 

Pertama, secara sosiologis, definisi desa ialah suatu bentuk kesatuan masyarakat 

atau komunitas penduduk yang menetap dalam satu lingkungan yang saling 

mengenal satu sama lain,Dalam ilmu antropologis desa merupakan suatu 

kumpulan manusia atau komuniti dengan latar suatu lingkungan atau geografis 

tertentu yang memiliki corak kebiasaan,adat istiadat dan budaya dalam 

kehidupannya,adanya upaya eksistensi hidup dan nilai estetika yang dimiliki 

mendorong adanya perbedaan karakteer dan corak budaya yang dimiliki antara 

satu desa dengan desa lainnya. Kedua, secara ilmu ekonomi, desa adalah suatu 

komunitas masyarakat yang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari 

dari apa yang disediakan alam di sekitarnya. Ketiga, pengertian secara politik, 

dimana desa sebagai suatu organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan 

yang secara politik memiliki kewenangan tertentu karena merupakan bagian dari 

pemerintahan negara. Dalam pengertian yang ketiga ini, desa sering dirumuskan 

sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang berkuasa menyelenggarakan 

pemerintahan sendiri.7 

Jika berbicara mengenai desa, sebetulnya terhitung sejak sebelum kemerdekaan 

sampai dengan tahun 2014, eksistensi Desa mengalami pasang surut seiring 

mengikuti perkembangan rezim pemerintahan dan dinamika politik yang ada 

Indonesia. Secara historis, intervensi negara terhadap tatanan pemerintahan desa telah 

terjadi semenjak masa kolonial Hindia-Belanda dengan diberlakukannya Inlandse 

Gementee Ordonantie (IGO).8 Disamping itu, Ateng Syafrudin dan Suprin Na’a juga 

                                                           
6 Mashuri Maschab, Politik Pemerintahan Desa di Indonesia, Cetakan I, PolGov, Fisipol 

UGM, Yogyakarta, 2013, hlm. 1-2 
7 Ni’matul Huda, Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak 

Kemerdekaan Hingga Reformasi, Malang: Setara Press, 2015, hlm 33 
8 Agus Kusnadi, 2015, “Perkembangan Politik Hukum Pemerintahan Desa Menurut 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa”, PADJAJARAN Jurnal Ilmu Hukum Volume 2 Nomor 3 

Tahun 2015 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325],hlm. 1 
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memberikan argumentasi melalui buku C. Van Vallenhoven dalam bukunya yang 

mengatakan bahwa:9 

“Ketika sebuah kapal berbendera tiga warna masuk daerah Indonesia pada tahun 

1596, daerah itu dalam arti kata Hukum Tatanegara, tidaklah merupakan sebidang 

tanah kosong dan tandus tidak tergarap. Daerah itu penuh padat dengan lembaga-

lembaga pengaturan masyarakat dan pemerintah, yang dikuasai oleh atau 

berkuasaaan atas suku-suku bangsa, kesatuan perkampungan, republik-republik 

dan kerajaan-kerajaan. Hanya sifar kesatuan sama sekali tidak ada meskipun 

negara Majapahit dahulu tumbuh dengan kokohnya dan memegang pimpinan 

yang kuat, dan yang terdapat justru suatu hukum tata negara Asia Timur yang jalin 

berjalin, dan tetap bersifat asli, walaupun penduduknya banyak terpengaruh oleh 

kebudyaan Hindu dan Islam” 

Dari penjelasan tersebut, menunjukkan bahwa pemerintahan republik desa 

sebenarnya telah ada sebelum Belanda datang. Republiken yang dimaksud adalah 

pemerintahan republik atau reublik desa secara substansial telah ada sebelum Belanda 

masuk ke nusantara.  Republieken yang dimaksud adalah suatu pemerintahan 

demokratis yang mementingkan kesejahteraan rakyat yang asli dan otonom 

berdasarkan adat istiadat dari sistem nilai budaya masyaraka. Pada masa itu, desa 

merupakan kesatuan masyarakat kecil seperti sebuah rumah tangga besar yang 

dipimpin oleh anggota keluarga yang dituakan atau dihormati berdasarkan garis 

keturunan. Artinya, dapat dikatakan bahwa konsep desa yang otonom merupakan 

konsep asli di Indonesia dan bukan konsep yang diadopsi dari luar. 

Konsep ataupun gagasan tentang desa, sebenarnya telah mejadi pembahasan dan 

perdebatan yang menarik oleh founding father Republik ini dalam sidang BPUPKI, 

dua diantaranya adalah Soepomo dan M. Yamin. Menurut Soepomo, dalam 

                                                           
9 Ateng Syafrudin, Pengaturan Koordinasi Pemerintahan di Daerah, Bandung: Tarsito, 

1976, hlm. 6 
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membentuk Negara Republik Indonesia bangsa Indonesia mendasarkan pada teori 

bernegara Republik Desa, yang disesuaikan dengan struktur sosial masyarakat 

Indonesia dan berlaku sekarang serta harus  mengikuti perkembangan zaman. Atas 

dasar itulah, ia menyebutkan bahwa Desa merupakan muara dari lahirnya cita negara 

Indonesia.10 Maka tidak lah berlebihan, jika desa disebut sebagai miniature Indonesia, 

karena desa dimaknai sebagai arena politik yang paling dekat dengan masyarakat dan 

sebagai wadah partisipasi dalam proses pemerintahan dan pembangunan di tataran 

desa.11 Selanjutnya, dalam sidang BPUPKI yang digelar pada tanggal 29 Mei Tahun 

1945, giliran M. Yamin yang menyampaikan tentang desa. Yamin menjelaskan 

bahwa:12 

“Negeri, Desa dan segala persekutuan hukum adat yang dibaharui dengan jalan 

rasionalisme dan pembaharuan zaman, dijadikan kaki susunan sebagai bagian 

bawah. Antara bagian atas dan bagian bawah dibentuk bagian tengah sebagai 

pemerintahan daerah untuk menjalankan Pemerintahan Urusan Dalam, Pangreh 

Praja”.  

Selanjutnya, M. Yamin kembali menyampaikan pemikirannya tentang 

Pemerintahan Daerah dalam pidato BPUPKI pada 11 Juli 1945. Yamin mengatakan 

bahwa:13 

“Pemerintahan dalam Republik ini pertama-tama akan tersusun dari badan-badan 

masyarakat seperti desa, yaitu susunan pemerintah yang paling bawah, pemerintah 

ini saya namakan pemerintahan bawahan. Antara pemerintahan atasan dan 

pemerintahan bawahan itu adalah pemerintahan yang baik saya sebut 

pemerintahan tengahan. Perkara desa barangkali tidak perlu saya bicarakan di sini, 

                                                           
10 Ni’matul Huda, Op. cit, hlm. 2. 
11 Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGm, Kompleksitas 

Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001, hlm. 261 
12 Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia- Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Pers, 

2012, hlm. 301 
13 Ni’matul Huda, Op. cit., hlm 5 
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melainkan kita harapkan supaya sifatnya diperbaharui atau disesuaikan dengan 

perkembangan jaman baru. Hal yang perlu ditegaskan bahwa desa-desa, negeri-

negeri, marga-marga dan lainnya tetap menjadi kaki pemerintahan Republik 

Indonesia” 

Dari penjelasan yang telah disampaikan oleh dua perancang UUD 1945 tersebut, 

maka dapat diambil benang merahnya, bahwa terdapat tiga esensi yang terkandung 

dalam Pasal 18 UUD 1945. Pertama, adanya daerah otonomi dalam penyelenggaraan 

pemerintahan daerah otonomi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah 

berdasarkan pada asas desentralisasi. Kedua, satuan pemerintahan tingkat daerah 

menurut UUD 1945 dilakukan dengan cara memandang dan mengingat dasar 

permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara. Ketiga, pemerintahan tingkat 

daerah harus disusun serta diselenggarakan dengan memandang dan mengingat hak-

hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Istilah desa bukan hal yang 

asing di Indonesia, karena desa telah ada dalam konstitusi sebelum perubahan yang 

menjelaskan: “dalam teritoir Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 

zelfbesturende landschappen dan volkgemeenschappen, seperti di desa Jawa, 

Minangkabau, Bali, dusun dan marga di Palembang dan lain-lain. Daerah-daerah itu 

memiliki susunan asli dan bersifat istimewa.14 

Dalam hal ini, sebenarnya jauh sebelum Indonesia mendapatkan kemerdekaannya, 

Tan Malaka, Bung Karno, dan Bung Hatta juga menghendaki bentuk negara dalam 

wujud nagari dan desa. Hal ini dilakukan dengan mengalihkan dasar-dasar sistem 

pemerintahan Negara Republik Indonesia dan asas-asas negara modern, yakni negara 

                                                           
14 Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 

2001, hlm. 158 
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yang berdasarkan hukum (rechtstaat), dan sistem pemerintahan yang berdasarkan 

sistem konstitusi (constitutionele system). Oleh karena itu, Indonesia bisa dikatakan 

sebagai negara yang mempunyai sistem sendiri karena tetap mempertahan ciri khas 

aslinya namun senantiasa menyempurnakan melalui unsur-unsur negara modern.15 

Pengaturan tentang desa dapat dikatakan mengalami pasang surut dan 

inkonsistensi seiring mengikuti rezim pemerintah yang berkuasa. Pada masa Orde 

Lama, desa diatur dalam UU No. 19 Tahun 1965 tentang Desapraja. Namun sayang, 

karena mengikuti dinamika politik yang ditandai dengan pergantian rezim dari Orde 

Lama ke Orde Baru undang-undang tersebut belum sempat diberlakukan di Indonesia. 

Berbeda halnya di masa Orde Baru, desa diatur dalam UU No.5 Tahun 1979 tentang 

Pemerintahan Desa, namun kendati telah ada pengaturannya desa mengalami 

semacam reduksi karena penyeragaman stuktur desa. Pada saat reformasi, sebetulnya 

merupakan momentum yang tepat untuk mengembalikan eksistensi desa, namun 

sayang, pil pahit sebuah harapan tentang eksistensi desa tereduksi karena menjadi 

bagian dari wilayah atau kabupaten/kota yang pengaturannya disatukan dalam UU 

No. 22 Tahun 1999 yang kemudian diganti dengan aturan baru yakni UU No. 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Tidak sampai disitu saja, eksistensi desa 

semakin hilang, karena di dalam Pasal 18 ayat (2) UUD NRI 1945 yang dihormati 

hanya kesatuan masyarakat hukum adat saja, bukan desa pada umunya. Setelah 

mengalami beberapa pergantian pengaturan, akhirnya Desa diatur dalam UU No. 6 

Tahun 2014 tentang Desa. Akan tetapi, banyak kalangan menilai, lahirnya undang-

                                                           
15 Ni’matul Huda, Op. cit., hlm. 17 



8 
 

 

undang ini merupakan bagian kristalisasi kehendak politik untuk menghadapi Pemilu 

Serentak 2014. Namun terlepas dari apakah Undang-Undang desa ini lahir karena 

kepentingan politik ataupun tidak yang jelas dengan lahirnya aturan ini, masyarakat 

dan eksistensi desa dinilai lebih kuat jika dibandingkan dengan undang-undang desa 

sebelumnya.16  

Penerapan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, menimbulkan implikasi pada 

perubahan tata hubungan desa dengan pemerintahan supradesa serta menimbulkan 

perubahan dalam hubungan kekuasaan antar kekuatan politik di tingkat desa. 

Perubahan yang dimaksud adalah perubahan yang semakin demokratis. Hal ini bisa 

dilihat dari beberapa fenomena, diantaranya: (1) dominasi peran birokrasi mengalami 

pergeseran digantikan dengan menguatnya peran institusi adat dalam proses 

penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari; (2) semangat mengadopsi demokrasi 

delegatif-liberatif cukup besar dalam UU yang baru, misalnya, dengan hadirnya BPD 

atau yang disebut dengan nama lain yang mana badan legislatif desa ini baru ini 

memiliki peran sebagai pengayom adat-istiadat, membentuk Peraturan Desa bersama 

Kepala Desa, menyalurkan dan menampung aspirasi masyarakat, serta melakukan 

pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang ada di desa; dan (3) 

semangat peran dan keterlibatan masyarakat sangat dikedepankan. Artinya proses 

politik, pemerintahan dan pembangunan desa tidak lagi bermuara dari kebijakan 

                                                           
16 Ibid., hlm. 206 
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pemerintah pusat secara terpusat (top-down), melainkan berasal dari keterlibatan serta 

keikutsertaan masyarakat.17 

Bertitik tolak dari pengertian desa dan pemerintahan, maka pemerintahan desa 

memiliki pengertian tersendiri.18 Pertama, menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 

2014, Pasal 1 angka 2 menyebutkan, bahwa “Pemerintahan Desa adalah 

penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam 

sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Pasal 1 angka 3 

menyebutkan “Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan 

nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan 

Desa”. Kedua, menurut PP. Nomor 72 Tahun 2005, pasal 1 Angka 6 tentang Desa 

disebutkan, bahwa “Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 

oleh pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat 

setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia”.  

Kewenangan yang dimiliki desa adalah bagian dari asas rekognisi dan 

subsidiaritas. Hal ini lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 6 

Tahun 2014 yang menyatakan bahwa pengaturan desa berasaskan: 1.) rekognisi, yaitu 

pengakuan terhadap hak asal-usul; 2.) subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan 

berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat 

                                                           
17 Moch Solekhan, Op. cit., hlm. 16 
18 Ibid., hlm. 22 
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Desa; 3.) keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai 

yang berlaku di masyarakat Desa, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai 

bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; 4.) kebersamaan, yaitu semangat 

untuk berperan aktif dan berkerja sama dengan prinsip saling menghargai antara 

kelembagaan di tingkat Desa dan unsure masyarakat Desa dalam membangun Desa; 

5.) kegotongroyongan, yaitu kebiasaan yang saling tolong-menolong untuk 

membangun desa; 6.) kekeluargaan, yaitu kebiasaan warga masyarakat desa sebagi 

bagian dari satu kesatuan keluarga masyarakat desa; 7.) musyawarah, yaitu proses 

pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat desa melalui 

diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan; 8.) demokrasi, yaitu sistem 

pengorganisasian masyarakat desa dalam suatu sistem pemerintah yang dilakukan 

oleh masyarakat desa dalam suatu sitem pemerintahan yang dilakukan oleh 

masyarakat desa atau dengan persetujuan masyarakat desa serta keluhuran harkat dan 

martabat manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa diaku, ditata, dan dijamin; 

9.) kemandirian, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah desa dan 

masyarakat desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi 

kebutuhannya dengan kemampuan sendiri; 10.) partisipasi, yaitu turut berperan aktif 

dalam suatu kegiatan; 11.) kesetaraan, yaitu kesamaan dalam kedudukan dan peran; 

12.) pemberdayaan, yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan 

masyarakat Desa melalui penetapan, kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai 

dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa; dan 13.) 

keberlanjutan, yaitu suatu proses yang dilakuakan secara terkoordinasi, terintegrasi, 
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dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program 

pembangunan desa. 

Pemerintah desa dapat diartikan sebagai satuan organisasi yang ada di bawah 

pemerintahan Republik Indonesia yang berdasarkan asas dekonsentrasi serta 

bertanggungjawab langsung kepada pemerintah wilayah kecamatan yang 

bersangkutan.19 

Dalam konteks desa, otonomi desa berarti mengurus sendiri sesuai dengan 

kearifan dan kapasitas lokal, tanpa intervensi dan tanggungjawab negara.20 Menurut 

Taliziduhu bahwa unsur-unsur otonomi desa yang terpenting antara lain adalah: 1.) 

Adat tertentu yang mengikat dan ditaati oleh masyarakat di desa yang bersangkutan; 

2.) Tanah, pusaka dan kekayaan desa; 3.) Sumber-sumber pendapatan desa; 4.) 

Urusan rumah tangga desa; 5.) Pemerintah desa yang dipilih oleh dan dari kalangan 

masyaraat desa yang bersangkutan yang sebagai alat desa memegang fungsi 

mengurus; 6.) Lembaga atau badan perwakilan atau musyawarah yang sepanjang 

penyelenggaraan urusan rumah tangga desa memegang fungsi mengatur.21 

Dengan demikian, penulis mencatat benang merah dari permasalahan yang 

nantinya angkat diangkat dalam penulisan ini, yaitu tentang Pembentukan Peraturan 

Desa. Hal ini maksudkan sebagai upaya pengaturan akan kepentingan masyarakat 

                                                           
19 Bayu Wicaksono, Peran hukum Adat dalam sistem Penyelenggaraan Pemerintahan 

Desa di Bali melalui 

https://www.academia.edu/11844116/Peran_Hukum_Adat_Dalam_penyelengaraan_sistem_p
emerintahan_desa_di_Bali pada tanggal 25 oktober 2020 pukul 22.36 WIB 

20 Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 
21 Taliziduhu Ndraha, Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa, Jakarta: Bumi Aksara, 

1991, hlm. 9 

https://www.academia.edu/11844116/Peran_Hukum_Adat_Dalam_penyelengaraan_sistem_pemerintahan_desa_di_Bali
https://www.academia.edu/11844116/Peran_Hukum_Adat_Dalam_penyelengaraan_sistem_pemerintahan_desa_di_Bali
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desa. Peraturan Desa merupakan produk hukum yang berlaku di desa dan ditetapkan 

oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka mewujudkan 

penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Hal ini tentu senada dengan undang-undang 

tentang desa.  

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, menegaskan bahwa “Peraturan 

Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disetuji bersama Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD), yang merupakan kerangka hukum dan kebijakan 

dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa”. Selain itu, penetapan 

Peraturan Desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki desa 

dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara hierakis 

lebih tinggi.22 Tujuan dibuatnya Peraturan Desa tidak lain dan tidak bukan adalah 

untuk mensejahterakan dan menertibkan masyarakat yang ada di desa. Selain itu, 

Peraturan Desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-

Undangan yang lebih tinggi. Kendati demikian, dalam praktiknya, masih banyak 

desa-desa yang belum optimal dan bahkan belum mengetahui proses dalam 

pembentukan Peraturan Desa. 

Di dalam pembentukan peraturan desa terdapat tingkatan-tingkatan berdasarkan 

partispisasi dari masyarakat itu sendiri,adapun tingkatan tersebut adalah: 

1. Tingkat pertama diklasifikasikan sebagai tidak berpartisipasi (Non participation), 

adalah tingkat manipulasi dan terapi; 

                                                           
22 Ni’matul Huda, Op. cit., hlm. 253 
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2. Tingkat kedua disebut dengan berpartispasi semu (Degree of takeism). Dalam 

tingkatan kedua ini masyarakat diberikan ruang serta diperbolehkan untuk 

mengemukakan pendapat ataupun pandangan, tetapi tidak pendapat ataupun 

pandangan tersebut tidak memiliki jaminan nantinya dipertimbangkan secara 

sungguh-sungguh oleh penentu kebijakan; 

3. Tingkat ketiga adalah kekuasaan masyarakat (Degree of citizen power) adalah 

tingkat kemitraan,delegasi kekuasaan dan kontrol masyarakat.dalam hal ini memiliki 

pengaruh dalam proses penentuan kebijakan.23 

Dalam sejumlah studi pendahuluan mengenai Peraturan Desa di Kecamatan 

Muara Lakitan, secara kuantitatif diketahui bahwa tidak sedikit Desa yang sampai  

saat ini belum memahami betul bagaimana proses pembentukan Peraturan Desa. 

Pemerintah Desa, baik Kepala Desa, perangkat Desa ataupun Badan 

Permusyawaratan Desa yang ada di Kecamatan tersebut, masih membutuhkan 

bimbingan teknis dalam pembentukan Peraturan Desa yang sesuai dengan Peraturan 

Perundang-undangan. Sedangkan studi komparatif di Kecamatan Banding Agung, 

Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (OKUS) secara kuantitatif diketahui hanya 

ada satu atau dua Desa yang memiliki Peraturan Desa. Kendati ada, Peraturan Desa 

tersebut hanya sekedar mengatur tentang Dana Desa saja. Padahal sebenarnya, masih 

                                                           
23Moh Fadli et.al., Pembentukan peraturan desa partisipatif:(Head to a good village 

governance), Malang: UB Press, 2011, hlm. 172 
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banyak hal-hal yang semestinya dapat diatur dalam Peraturan Desa. Peningkatan 

kapasitas aparatur desa, menjadi penting untuk segera dilakukan.24 

Berdasarkan hasil penelitian yang kami lakukan tersebut, dalam menjalankan 

fungsinya sebagai representasi dari masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa  atau 

BPD belum seutuhnya mampu bermitra dengan pemerintahan desa dalam membentuk 

Peraturan Desa. Singkatnya terdapat disharmonisasi antara BPD dan Kepala Desa. 

Selain itu, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan representasi atau 

perwakilan dari masyarakat Desa belum tidak pernah melibatkan masyarakat Desa 

dalam pembentukan produk hukum Desa berupa Peraturan Desa. Padahal, masyarakat 

desa merupakan objek dari Peraturan Desa. Disamping itu, Kepala Desa dinilai masih 

terlalu dominan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk dalam hal 

pembentukan Peraturan Desa. Sederhananya, belum ada semacam check and 

balances25 antara Kepala Desa dengan BPD dalam proses pembentukan Peraturan 

Desa. Dengan demikian, sebenarnya pembentukan Peraturan Desa sebagai salah satu 

kerja legislasi di desa menjadi penting untuk dikaji secara komprehensif. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian ini lebih lanjut yang akan dituangkan dalam skripsi yang berjudul CHECK 

                                                           
24 Didik Sukriono et.al., Otonomi Desa dan Kesejahteraan Rakyat, Malang: Intrans 

Institute, 2014, hlm., 44 
25 Checks and Balances merupakan prinsip yang dianut dalam Konstitusi UUD NRI 1945 

pasca amandemen ke-4, Prinsip yang menjadikan semua lembaga negara yang diberikan 

kewenangan oleh konstitusi untuk saling mengawasi dan mengontrol dengan sistem pemisahan 

kekuasaan (separation of power), menjadikan semua lembaga negara sejajar tanpa ada lembaga 

negara yang lebih tinggi atau yang lebih rendah seperti di UUD 1945 sebelum amandemen (Jimly 

Asshiddiqie dalam Pengantar Ilmu hukum Tata Negara., Jakarta: Rajawali Press, 2014, hlm.89) 
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AND BALANCES ANTARA KEPALA DESA DAN BADAN 

PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PROSES PEMBENTUKAN 

PERATURAN DESA DI KECAMATAN MUARA LAKITAN. 

 

B. Rumusan Masalah 

Bertolak dari latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka dapat 

diidentifikasikan rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana peran Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam 

proses pembentukan Peraturan Desa di Kecamatan Muara Lakitan? 

2. Bagaimana Implementasi Prinsip Check and Balances dalam penyusunan 

Peraturan Desa antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa di 

Kecamatan Muara Lakitan? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis peran Kepala Desa dan Badan Permusywaratan Desa 

dalam proses pembentukan Peraturan Desa di Kecamatan Muara Lakitan 

2. Untuk menganalisis implementasi prinsip check and balances dalam 

penyusunan Peraturan Desa antara Kepala Desa dengan Badan 

Permusyawaratan Desa di Kecamatan Muara Lakitan 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun yang diharapkan dari penulisan penelitian skripsi ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 
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Secara teoritis, penelitian ini memberikan manfaat sebagai berikut: (a) 

Memberikan bahan kajian tentang demokratisasi di tingkat Desa; (b) 

Menyediakan studi kasus tentang fakta prinsip check and balances pada tataran 

politik lokal; (c) Memberikan bahan kajian tentang peran dan fungsi BPD sebagai 

penampung dan penyalur aspirasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan 

Desa.    

2.  Manfaat Praktis 

Secara praktis, penelitian ini memberikan manfaat sebagai berikut: (a) 

Manfaat untuk Kepala Desa yaitu sebagai acuan dan referensi untuk membentuk 

dan menyusun Peraturan Desa; (b) Manfaat untuk Badan Permusyawaratan Desa 

yaitu agar supaya mengoptimalkan perannya sebagai legislatif Desa dalam 

mewakili aspirasi masyarakat; (c) Manfaat untuk masyarakat yaitu agar menjadi 

referensi terkait peran masyarakat dalam membentuk Peraturan Desa; (d) Manfaat 

untuk pemerintahan daerah, khususnya untuk kecamatan yaitu agara supaya lebih 

bersinergi dan memberikan kedaulatan kepada pemerintah desa dalam 

membentuk Peraturan Desa. 

E. Ruang Lingkup  

1. Ruang Lingkup Keilmuan 

Ruang lingkup kajian materi penelitian ini adalah ketentuan hukum mengenai Check 

and Balances antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawatan Desa dalam Proses 

Pembentukan Peraturan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

Tentang Desa. 
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2. Ruang Lingkup Objek Kajian 

Ruang lingkup objek kajian dalam penelitian ini merupakan suatu upaya untuk 

mengkaji tentang bagaimana Check and Balances antara Kepala Desa dengan Badan 

Permusyawaratan Desa dalam proses pembentukan Peraturan Desa di Kecamatan 

Muara Lakitan. 

F. Kerangka Teori 

Kerangka teori merupakan uraian tentang telaahan teori dan hasil penelitian 

terdahulu yang terkait. Telaahan ini bisa dalam bentuk membandingkan, 

mengkontraskan atau meletakan kedudukan masing-masing dalam masalah 

yang sedang diteliti, dan pada akhirnya menyatakan posisi atau pendirian 

peneliti disertai dengan  memamerkan teori dan hasil penelitian ilmiah para 

pakar terdahulu dalam suatu adegan verbal sehingga pembaca “diberitahu” 

mengenai sumber tertulis yang telah dipilih oleh peneliti. Hal ini dimaksudkan 

untuk menampilkan mengapa dan bagaimana teori hasil penelitian para pakar 

terdahulu digunakan penelitian dalam penelitiannya, termasuk dalam 

merumuskan asumsi-asumsi dan penelitiannya.26  

                                                           
26 Koentjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, Jakarta : Gramedia, 1990, 

hlm. 65 
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1) Teori Check and Balances 

Teori ini adalah salah satu  teori yang menginginkan dan 

menghendaki agar setiap lembaga kekuasaan negara, yaitu eksekutif, 

legislatif, dan yudikatif berada sejajar serta saling mengimbangi satu 

sama yang lainnya.27 Dapat dikatakan, prinsip ini merupakan 

konsekuensi dari suatu negara yang demokrasi konstitusional. Tujuan 

checks and balances adalah memaksimalkan fungsi masing-masing 

lembaga negara dan membatasi kesewenang-wenangan yang 

dilakukan oleh lembaga negara.28 Artinya, bahwa tujuan dari check 

and balances adalah agar mengoptimalkan fungsi masing- masing 

lembaga negara dan mengindari kesewenang-wenangan lembaga 

negara. Hal ini yang mengakibatkan dalam urusan dan hal-hal 

tertentu salah satu cabang kekuasaan dapat ikut campur dalam urusan 

tindakan lembaga negara lain dengan tujuan untuk membatasi 

kekuasaan dari setiap cabang kekuasaan negara yang lain secara 

efektif. 

Secara historis, prinsip check and balances sudah menjadi 

harapan bagi masyarakat secara menyeluruh. Hal ini bisa dilihat 

ketika reformasi membuka pintu bagi dilakukannya amandermen atas 

UUD NRI 1945, salah satu yang paling menonjol adalah 

                                                           
27 Sunarto, “Prinsip Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan 

Indonesia”, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 45 No. 2, April 2016, hlm. 160 
28 Indra Rahmatullah, Rejuvinasi Sistem Checks and Balances Dalam Sistem 

Ketatanegaraan Di Indonesia, “Jurnal Cita Hukum”, Vol. I No. 2 Desember 2013. 

hlm.218. 
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memasukkan prinsip check and balances antar lembaga kekuasaan 

negara.29 Prinsip Checks and Balances ini merupakan hal yang 

melatarbelakangi untuk segera dilakukannya Hal yang 

melatarbelakangi semangat amandamen UUD 1945 secara tegas 

dinyatakan oleh MPR RI ialah untuk penyempurnakan aturan dasar 

penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern melalui 

pembagian kekuasaan, sitem saling mengawasi dan saling 

mengimbangi (Checks and Balances) yang lebih ketat dan terbuka 

antar lembaga kekuasaan negara.30 

Menurut Mahfud MD prinsip-prinsip Checks and Balances dapat 

dijalankan dengan cara-cara sebagai berikut:31 

1. Kewenangan untuk melakukan tindakan diberikan kepada lebih 

dari satu lembaga kekuasaan negara; 

2. Kewenangan untuk mengangkat pejabat negara tertentu diberikan 

kepada lebih dari satu lembaga kekuasaan negara; 

3. Upaya hukum impeachment satu lembaga tertentu terhadap lembaga 

kekuasaan negara lainnya; 

4. Pengawasan secara langsung oleh lembaga negara terhadap lembaga 

negara lainnya; dan 

                                                           
29 Moh. Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara, Jakarta: Pustaka LP3ES 

Indonesia, 2007, hlm. 66 
30 Hamdan Zoelva, Pemakzulan Presiden Di Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, 

2011, hlm. 64 
31 Moh. Mahfud MD, Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi Tentang 

Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan, Jakarta, Rineka Cipta, 2000, hlm. 147 
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5. Pemberian kewenangan kepada pengadilan untuk memutuskan suatu 

sengketa antara lemabag eksekutif dan legislatif. 

 Sebagaimana telah diamanahkan oleh Konstitusi Indonesia yakni 

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bahwa dalam hal 

menjalankan fungsi kenegaraan dengan menggunakan teori pembagian 

kekuasaan (machtsverdeling atau distribution of power), yang menuntut dan 

menakankan akan pentingnya pembagian fungsi bukan pembagian lembaga, 

dan ajaran checks and balances yang menekankan akan pentingnya interaksi 

saling mengawasi dan mengendalikan antar lembaga kekuasaan negara. 

Artinya, esensi bahwa kekuasaan negara itu harus dibagi atau dipisah 

sampai sekarang masih tetap relevan.32 

 Hadirnya checks and balances ini, menyebabkan  satu cabang 

kekuasaan lembaga negara dalam batas-batas tertentu dapat turut campur 

dalam tindakan cabang kekuasaan yang lain, tidak dimaksud untuk 

memperbesar efisiensi kerja (seperti yang dilihat di Inggris dalam fungsi 

dari kekuasaan eksekutif dan legislatif), tetapi untuk membatasi kekuasaan 

dari setiap cabang kekuasaan secara efektif. 

 Dalam penyelenggaraan kekuasaan, prinsip checks and balances 

memungkinkan adanya daya saling mengawasi antar cabang kekuasaan 

yang ada dan menghindari perbuatan atau tindakan yang sifatnya 

                                                           
32 Ridwan, HR, Hukum Administrasi Negara,  Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2007, hlm.13 
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hegemonik, tiranik dan sentralisasi kekuasaan.33 Menurut Jimly Asshiddiqie 

adanya sistem checks and balances mengakibatkan salah satu cabang 

kekuasaan negara dapat diatur, dibatasi bahkan diawasi dengan sebaik-

baiknya, sehingga penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggaraan 

negara yang menduduki jabatan dalam salah satu lembaga negara dapat 

dicegah dan ditanggulangi dengan sebaik-baiknya.34 Selain itu, prinsip 

checks and balances itu terkait erat dengan prinsip pemisahan kekuasaan 

negara (separation of powers), dan tidak bisa dikaitkan dengan persoalan 

pola hubungan antar cabang kekuasaan lembaga negara. 

2) Teori Otonomi Desa 

 Otonomi atau autonomy secara etimologis berasal dari kata Yunani 

autos yang berarti sendiri dan nomous yang memiliki arti hukum atau 

peraturan. Menurut encyclolopedia of science, bahwa otonomi dalam 

pengertian orisinil adalah the legal self suffiency of social body and its 

actual indpendence. Dalam hubungannya dengan sistem pemerintahan, 

otonomi daerah berarti self government atau condition of living under one’s 

own laws. Dengan demikian otonomi daerah, daerah yang memiliki Legal 

self sufficiency yang bersifat self government yang diatur dan diurus oleh 

own laws.35 

                                                           
33 A. Fickar Hadjar ed. al, Pokok-pokok Pikiran dan Rancangan Undang-Undang 

Mahkamah Konstitusi, Jakarta: KRHN dan Kemitraan, 2003, hlm. 4. 
34 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta: 

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006. hlm. 74. 
35 Didik Sukrino, Pembaharuan Hukum Pemerintahan Desa, Politik Hukum 

Pemerintahan Desa di Indonesia, Setara Press, Malang, 2010, hlm. 64 
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Otonomi dapat dikatakan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang 

mempunyai batas daerah tertentu dan berwenang mengatur dan mengurus 

kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan 

aspirasi masyarakat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.36 

Berdasarkan literatur Belanda, istilah otonomi berarti pemerintahan 

sendiri (zelfregering) yang oleh Van Vollenhoven dibagi atas zelfwetgeving 

(membuat undang-undang sendiri), zelfuitvoering (melakukan dan 

melaksanakan  sendiri), zelfrechtspraak (mengadili sendiri), dan zelf politie 

(menindak sendiri).37 Menurut Bagir Manan, otonomi adalah kebebasan dan 

kemandirian (Vrijheid dan Zelfstandigheid) satuan pemerintahan lebih 

rendah untuk mengatur dan mengurusi sebagian urusan pemerintahan. 

Urusan pemerintahan yang boleh diatur dan diurusi secara bebas dan 

mandiri itu adalah urusan rumah tangga satuan pemerintahan yang lebih 

rendah tersebut.38 

Di dalam otonomi, hubungan kewenangan antara pemerintah 

pusat dan daerah adalah dengan cara pembagian urusan 

penyelenggaraan pemerintahan atau cara menentukan urusan rumah 

tangga daerah. Dengan demikian, cara ini akan mencerminkan suatu 

bentuk otonomi terbatas atau otonomi luas. Dapat disebut sebagai 

tonomi terbatas jika: pertama, urusan-urusan rumah tangga daerah 

                                                           
36 H.M Busrizalti, Hukum Pemda, Otonomi Daerah dan Implikasinya, Total 

Media: Yogyakarta, 2013, hlm. 61 
37 Moh Fadli,et.al., Op.cit., hlm. 17 
38 Bagir Manan, Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945 (Perumusan dan 

Undang-Undang pelaksanaannya), Bandung: Uniska, 1993, hlm. 2 
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ditentukan secara kategoris dan pengembangannya diatur dengan cara-

cara tertentu pula. Kedua, apabila sistem  pengawasan dilakukan 

sedemikian rupa, sehingga daerah kehilangan kemandirian untuk 

menentukan secara bebas cara-cara mengatur dan mengurus rumah 

tangga daerahnya. Ketiga, sistem hubungan keuangan antara pusat dan 

daerah yang menimbulkan hal-hal seperti keterbatasan kemampuan 

keuangan asli daerah yang akan membatasi ruang gerak ataupun laju 

dari otonomi daerah.39 

Berangkat dari konsep dan terminologi mengenai otonomi yang 

telah diuraikan di atas, maka untuk dapat memahami dan mengetahui 

otonomi desa menarik kita memperhatikan pendapat Soetardjo Karto 

Hadikoesoemo. Menurut Soetardjo Karto Hadikoesoemo pengertian 

tentang kewenangan sesuatu daerah hukum-hukum yang dilukiskan 

dengan istilah asing otonomi -dalam bahasa Indonesia: hak untuk 

mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri-dalam hukum adat 

sebenarnya tidak dikenal oleh bangsa Indonesia. 

Pengertian tentang otonomi desa itu adalah ciptaan bangsa 

Belanda, waktu mereka masih memegang kekuasaan disini. Hukum adat 

yang mengatur segenap peri kehidupan rakyat desa, tidak membeda-

bedakan (memisahkan) peraturan-peraturan yang mengatur hubungan 

antara orang-orang sebagai manusia perseorangan dari peraturan-

                                                           
39 Ni’matul Huda, Op.cit., hlm. 47 
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peraturan yang mengatur tata desa sebagai daerah hukum, juga tidak 

dari peraturan-peraturan yang mengatur kepercayaan, cara orang 

berbakti kepada Tuhan dan kepada roh suci cikal bakal (danyang-desa). 

Perbedaan antara publik dan privatrecht misalnya seperti yang lazim 

diadakan dalam hukum di dunia Barat yang mengatur tiga bidang 

perikehidupan rakytat di desa tersebut di atas (hukum civil, sosial, 

hukum pemerintahan dan hukum keagamaan atau kepercayaan 

merupakan suatu rangkaian peraturan  yang tali-temali dan tidak 

mungkin dipisahkan  yang satu dengan yang lain.40 

Menurut Ateng Syafrudin dan Suprin Na’a otonomi desa bukan 

merupakan cabang dari otonomi daerah, karena yang memberi inspirasi 

adanya otonomi daerah yang khas bagi NKRI adalah otonomi desa. 

Otonomi desa harus dijadikan pijakan dalam pembagian struktur 

ketatanegaraan Indonesia mulai dari pusat sampai ke daerah yang kemudian 

bermuara pada regulasi otonomi desa yang tetap berpedoman pada keaslian 

desa sebagai kesatuan masyarakat hukum.41 

3) Teori Hierarki Peraturan Perundang-undangan 

Berbicara tentang hierarki peraturan perundang-undangan, maka 

kita akan membahas mengenai teori jenjang hukum (stufenbautheorie) yang 

dikemukakan oleh Hans Kelsen. Berdasarkan teori tersebut, dapat dikatakan 

                                                           
 40 Soetardjo Karto Hadikoesoemo, Desa, cet. Kedua, Sumur Bandung: 

Yogyakarta, 1965, hlm. 212 

41 Ateng Syafrudin dan Suprin Na’a, Republik Desa ,Pergulatan Hukum 

Tradisional dan Hukum Modern dalam Desain Otonomi Daerah, P.T Alumni: Bandung, 

2010, hlm. 11 



25 
 

 

bahwa suatu norma hukum itu berjenjang-jenjang atau memiliki tingkatan-

tingkatan secara vertikal dalam suatu hierarki yang mana suatu peraturan 

perundang-undangan yang lebih rendah bersumber dan berdasar pada 

norma yang lebih tinggi serta norma yang lebih tinggi bersumber dan 

berdasar dari norma yang lebih tinggi lagi dan seterusnya sampai tidak ada 

lagi norma yang lebih tinggi dikarenakan sifatnya berupa fiktif atau abstrak. 

Hal ini dikatakan oleh Hans Kelsen sebagai norma dasar (Grundnorm).  

Bertolak dari teori jenjang hukum Hans Kelsen dapat kita temukan  

tokoh lain yang mengembangkan teori dari Hans Kelsen tersebut, yaitu 

Hans Nawiasky Hans Nawiansky dmenyebutkan bahwa di dalam norma 

terbagi menjadi beberapa susunan antara lain42, Norma fundamental negara 

(Staatsfundamentalnorm); Aturan dasar negara (Staatsgrundgesetz); 

Undang-Undang formal (Formell Gesetz); dan Peraturan pelaksanaan dan 

peraturan otonom (Verordnung En Autonome Satzung). Menurut Nawiasky, 

norma tertinggi yang oleh Kelsen disebut sebagai norma dasar (basic norm) 

dalam suatu negara sebaiknya tidak disebut sebagai Staatsgrundnorm 

melainkan Staatsfundamentalnorm, atau norma fundamental negara. 

Grundnorm pada dasarnya tidak berubah-ubah, sedangkan norma tertinggi 

berubah misalnya dengan cara kudeta atau revolusi.43 Dari teori Nawiasky 

tersebut tentang struktur norma hukum,A. Hamid S. Attamimi 

                                                           
42 Atamimi, A, Hamid S, ,Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam 

Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan 

Presiden yang  berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I–Pelita IV, Disertasi Ilmu 

Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990, hlm.287 

 
43 Ibid 
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membandingannya dengan struktur tata hukum di Indonesia. Berdasarkan 

teori tersebut,struktur tata hukum yang berlaku di Indonesia adalah:44 

1. Staatfundamentalnorm: Pancasila 

2. Staatgrundgezetz: Batang tubuh UUD 1945, Tap MPR, dan 

konvensi ketatanegaraan 

3. Formall gezetz: Undang-undang 

4. Verordnung en autonome satzung : Secara hierarkis mulai dari 

pemerintah hingga keputusan bupati atau walikota 

Mengenai pengaturan tentang hierarki peraturan perundang-undangan 

di Indonesia, dapat kita lihat dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 

12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, 

Ketentuan Pasal tersebut menjelaskan tentang jenis dan hierarki dari 

peraturan perundang-undangan antara lain: 

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 

c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 

d. Peraturan Pemerintah; 

e. Peraturan Presiden; 

f. Peraturan Daerah Provinsi; dan 

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 

G. Metode Penelitian 

                                                           
44 Ibid 
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1. Jenis penelitian 

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang 

didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, dan bertujuan 

untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan 

menganalisisnya. Selain itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang 

mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan 

suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam 

gejala yang bersangkutan.45 Peter Mahmud Marzuki juga menambahkan 

bahwa penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan 

hukum, doktrin-doktrin tentang hukum dalam rangka menjawab suatu isu 

hukum.46 Kemudian menurut Erwin Pollack yang dikutip oleh Soejono dan 

H. Abdurrahman bahwa penelitian hukum adalah suatu penelitian untuk 

menemukan inkonkrito yang meliputi berbagai kegiatan untuk menemukan 

apakah yang merupakan hukum yang layak untuk diterapkan secara 

inkonkrito untuk menyelesaikan suatu perkara tertentu.47 

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum 

empiris. Penelitian empiris sendiri adalah penelitian yang menggunakan 

data primer sebagai sumber penelitian.48 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

                                                           
45 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia 

(UI-Press), 1986, hlm. 43  
46 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2007, hlm. 35 
47 Ishaq, Metode Penelitian Hukum, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017, hlm. 11 
48 Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Empiris Suatu Tinjauan 

Singkat, Jakarta: Raja Grafindo, 1983, hlm. 12 
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a. Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) 

Pendekatan Perundang-Undangan (statue approach), yaitu penelitian 

terhadap produk-produk hukum.Pendekatan ini dilakukan untuk menelaah 

UndangUndang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan di 

teliti.49 

b. Pendekatan sejarah (historical approach) 

Pendekatan ini dilakukan dalam kerangka untuk memahami filosofi aturan 

hukum dari waktu ke waktu, serta memahami perubahan dan perkembangan 

filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut. Cara pendekatan ini 

dilakukan dengan menelaah latar belakang dan perkembangan pengaturan 

mengenai isu hukum yang dihadapi.50 

c. Pendekatan konseptual (conceptual approach) 

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin 

yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting 

sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam 

ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum 

ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan 

memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, 

konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.51 

 

                                                           
49 Peter Mahmud Marzuki. Penelitian hukum, Surabaya: Prenda Media Group, 

2010, hlm. 93. 
50 Ibid., hlm. 94 
51 Ibid., hlm. 95 
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3. Data dan Sumber Data 

a. Data Primer 

Bahan hukum primer adalah data yang diperoleh melalui 

penelitian hukum langsung dari responden dari sampel di penelitian. 

Data tersebut bertujuan untuk menjawab pertanyaan riset atau 

penelitian. Data primer dapat berupa subjek riset (orang) baik secara 

individu maupun kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda 

(fisik), kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data yang bersifat dan merupakan bahan-

bahan hukum yang terdiri dari: 

1) Bahan Hukum Primer 

Bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan-bahan tersebut adalah 

sebagai berikut: 

a. Undang-Undang Dasar 1945; 

b. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa 

c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah 

d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa 

e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan PerUndang-Undangan 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan 
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hukum primer, yaitu: 

a. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa. 

b. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaa NUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

c. Peraturan Menteri Desa Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman 

(Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan 

Transmigrasi)  

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang 

Kewenangan Desa 

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesa Nomor 1 

Tahun 2017 tentang Penataan Desa 

3) Bahan Hukum Tersier 

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai 

bahan hukum premier atau sekunder, seperti hasil-hasil penelitian, hasil 

karya dari kalangan hukum yang berhubungan dengan permasalahan 

yang diangkat dan berhubungan dengan permasalahan berupa kamus 

hukum, kamus Bahasa Indonesia, dan ensiklopedia dan internet.  

4. Karakter Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis memilih dua desa yaitu Desa Semeteh 

Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas. Hal yang 
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melatarbelakangi mengapa penulis  memilih dua Desa tersebut adalah 

karena; (1) Penulis merupakan kelahiran Desa Semeteh, secara tidak 

langsug, penulis memiliki beban moril untuk berkontribusi dengan cara 

memberikan dan berbagi pengetahuan terkait check and balances antara 

Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan dalam proses pembentukan 

Peraturan Desa, (2) Dalam praktiknya, penulis melihat bahwa peran Kepala 

Desa masih dominan, Badan Permusyawaratan Desa belum seutuhnya 

memahami fungsi strategisnya sebagai representasi dari masyarakat, dan 

masyarakat belum memanfaatkan fungsi strategis dari Badan 

Permusyawaratan Desa. 

Peta 1. Lokasi Penelitian Desa Semeteh 

Sumber: Topdam (Topografi Kodam Dua), Buku Pemerintahan Desa Semeteh 

 

 



32 
 

 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam teknik pengumpulan data, penulis melakukan pengumpulan 

data dengan cara observasi, survei kuisioner, dan wawancara/interview, 

yaitu ; 

1. Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan 

pengamatan langsung pada objek yang diteliti atau dengan kata lain 

observasi adalah suatu pengamatan dan pencatatan dengan sistematis 

fenomena-fenomena/gejala yang ada. Dalam penelitian ini observasi 

dilakukan untuk menentukan purposive sampling terhadap desa yang akan 

dijadikan sampel penelitian dari total 19 Desa yang ada di Kecamatan 

Muara Lakitan. 

2. Survei adalah cara pengumpulan data dengan menginventarisir objek 

penelitian, yaitu Peraturan Desa, yang dibentuk atau tidak dibentuk, 

diberbagai desa yang menjadi sampling penelitian secara kuantitatif ini. 

Penentuan desa sampling dilakukan dengan cara purposive dengan sejumlah 

indikator dan kualifikasi tertentu. 

3. Wawancara/interview adalah cara untuk memperoleh informasi dengan 

cara bertanya langsung kepada yang diwawancarainya. Dalam penelitian ini 

penulis menggunakan wawancara terpadu (guided interview), yang 

disesuaikan dengan kondisi yang ada. Artinya, kendati wawancara ini 

dilakukan dengan berpedoman pada pertanyaan yang telah dipersiapkan, 

masih dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan 

situasi ketika wawancara dilakukan. Wawancara tersebut akan dilakukan 
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terhadap beberapa badan yang ada di desa, seperti Kepala Desa dan Badan 

Permusyawaratan Desa ataupun masyarakat pada umumnya. 

6. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah 

teknik deskriptif analisis.52 Analisis bahan hukum yang digunakan adalah 

analisis kuantitatif terhadap data primer dan secara pendekatan kualitatif 

terhadap data sekunder, dimana pendekatan tersebut dilakukan dengan cara 

mengumpulkan data, mengklasifikasikan, menghubungkan dengan teori 

yang berhubungan dengan masalah kemudian menarik kesimpulan untuk 

menentukan hasilnya. 

7. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Kesimpulan adalah hasil akhir dari sebuah penelitian yang di susun 

sesuai dari penelitian, hasil data dan penelitian ini kemudian akan di tarik 

kesimpulan secara induktif.53 Proses berfikir secara indukatif adalah cara 

mengambil kesimpulan yang di awali dari fakta atau data khusus 

berdasarkan hasil penelitian lapangan, setelah mendapatkan hasil dari 

pengamatan di lapangan atau pengalaman empiris. Data dan fakta hasil dari 

pengamatan empiris di susun, dikaji, dan diolah serta ditarik maknanya 

dalam bentuk pernyataan atau kesimpulan yang bersifat umum. 

 

 

                                                           
52 Burhan Ashofa,Metode Penelitian Hukum, Jakarta; PT. Rineka Cipta, 2006,hlm. 

24 
53 Peter Mahmud marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta;Kencana, 2010, hlm. 202 
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